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KATA PENGANTAR

ه هُ كاُ رَ َر رَ ل لَ ّ ُه رَ حْ رَ رَ حْ حْكه رََر هْ رَ َّسل

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena

berkat rahmat-Nya KPU Kota Sawahluto dapat menyusun Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 sebagaimana diamanatkan dalam

peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan

bagian dari implementasi transparasi dan akutanbilitas kinerja dalam rangka good

governance di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun

2023 disusun sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja,

PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah. Dalam

laporan ini menjelaskan sejumlah capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang

tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Sawahlunto Tahun 2023.

Sekretariat KPU Kota Sawahlunto terus berkomitmen agar pelaksanaan

Kinerja berorentasi pada hasil baik secara output maupun outcome. Kami berharap

dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini dapat

digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan

akuntanbilitas Sekretariat KPU Kota Sawahlunto lebih baik dimasa yang akan datang

dan menjadikan Sekretariat KPU Kota Sawahlunto sebagai lembaga penyelenggara

Pemilihan Umum yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun

dalam penyelenggara.

Sawahlunto, 22 Januari 2024
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kota Sawahlunto,

Juni Lesmita Devi

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85_%D9%88%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1
https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85_%D9%88%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1
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BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Keberadaan lembaga KPU dibentuk melalui Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (5) yang berbunyi “Pemilihan

Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat

nasional, tetap dan mandiri”. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar ini melahirkan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebaagimana diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Pemilihan Umum dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden

dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/ Walikota. Kehadiran Warga Negara

dalam memberikan suaranya di tempat pemungutan suara menjadi faktor penting

akan implementasi atas peraturan di atas, walaupun rendahnya partisipasi

masyarakat dalam memberikan suaranya tidaklah menjadi faktor pembatalan

hasil Pemilu namun hal tersebut menunjukan kematangan dan kesadaran

masyarakat dalam berdemokrasi yang memposisikan dirinya sebagai unsur

sentral berdirinya suatu negara.

Keberadaan Lembaga KPU beserta jajarannya (KPU, KPU Provinsi, KPU

Kab/Kota) dalam menyelenggarakan Pemilu setiap lima tahun sekali

berkewajiban melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi penyelenggaraan

Pemilu dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

berdemokrasi.

Dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan tersebut dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sesuai dengan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintahan (SAKIP) menyatakan setiap kementerian/lembaga untuk

dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan kegiatan yang

dibebankan pada APBN/APBD melalui penyusunan dan menyajikan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas prestasi kerja yang dicapai

berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Selain Perpres
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tersebut, Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan

Tata Cara Ulasan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Instansi Pemerintah dijadikan dasar rujukan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dibebankan kepada APBN serta untuk melaksanakan asas keterbukaan,

akuntabilitas dan profesionalitas, KPU Kota Sawahlunto menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada Laporan ini dijelaskan mengenai

capaian kinerja KPU Kota Sawahlunto Tahun 2023 yang didasarkan kepada

penetapan kinerja tahun 2023 yang dapat memberikan gambaran tingkat

kegagalan dan keberhasilan pencapaian kinerja dalam satu tahun serta analisis

terhadap capaian tersebut sebagi bahan pertimbangan dalam membuat

kebijakan untuk masa yang akan datang.

B. Landasan Hukum
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata

http://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/1967
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Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-

2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor 6 Tahun 2020;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan PeLaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/PR.01.3-

Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum

Tahun 2020 – 2024.

C. Maksud Tujuan
1. Laporan ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

dan fungsi Sekretariat KPU Kota Sawahlunto selama Tahun Anggaran 2023.

Selain itu juga digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi

pada tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu, di dalam Laporan ini disajikan

pula hasil pencapaian sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan dengan

menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran

kinerja.

2. Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi kinerja Sekretariat

KPU Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023, sehingga dapat dimanfaatkan

untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan

kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang

diperlukan.

http://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/1967
http://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/1967
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D. Gambaran Organisasi
Keberadaan lembaga KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang

bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil

Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat Hierarkis. Untuk

mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi,

dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Sekretariat KPU Kota
Sawahlunto
Kedudukan, tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat KPU Kota

Sawahlunto didasarkan kepada Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

a. Kedudukan

Dalam Pasal 1 angka 8 dinyatakan bahwa Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang

berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang bertugas membantu

pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota

b. Tugas, Fungsi dan Wewenang

Tugas, Fungsi dan wewenang Sekretariat secara gamblang dinyatakan

dalam Pasal 228, Pasal 229, dan Pasal 230 meliputi :

1) Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota :

a) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

b) memberikan dukungan teknis administratif;

c) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam

menyelenggarakan Pemilu;
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d) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah;

e) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan

KPU Kabupaten/Kota;

f) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan

pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan

g) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, menyelenggarakan

fungsi:

a) penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan

di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;

b) pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan

Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;

c) pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan,

perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan

di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota;

d) fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU

Kabupaten/Kota;

e) pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan

Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

f) pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan

kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;

g) pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian

data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;

dan

h) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU

Kabupaten/Kota.
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3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan

fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) di atas,

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai Wewenang :

a) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan

penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur,

dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

b) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu

sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan; dan

c) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan

kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal

administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

2. Struktur Organisasi
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas, fungsi dan

kewenangannya dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab

kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab

kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten/Kota

Berdasarkan Pasal 231 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Sekretariat

KPU Kabupaten/Kota terdiri atas :

a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
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mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan

pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan

logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat;

mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis

penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan

masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;

mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan

rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di

lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan

penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi

hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian

sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia

di lingkungan KPU Kabupaten/Kota

e. Kelompok JF

mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang

keahlian dan keterampilan.

3. Sumber Daya Manusia pada Sekretariat KPU Kota Sawahlunto
Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sekretariat KPU

Kota Sawahlunto Tahun 2023 didukung oleh 2 (dua) unsur Aparatur Sipil

Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah

Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan rincian :

a. ASN dengan status Organik yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal KPU

sebanyak 12 (dua belas) orang;

b. PPNPN sebanyak 12 (dua belas) orang;
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Tabel 1. 1 Daftar ASN KPU Kota Sawahlunto Tahun 2023

No Nama Jabatan Status
1. Juni Lesmita Devi, SE Sekretaris PNS

2. Rusnel, SH Kepala Sub bagian Hukum dan

Sumber Daya Manusia

PNS

3. Hayatul Mardiah, SH Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat

PNS

4. Rike Suci Kardia, SH, MH Kepala Sub Bagian

Perencanaan, Data dan

Informasi

PNS

5. Puti Astri Primawardani, SE Kepala Sub Bagian Keuangan,

Umum, dan Logistik

PNS

6. Sumarni, S.Sos Staf pada Sub Bagian Hukum

dan Sumber Daya Manusia

PNS

7. Puji Restu Anugrah A., SH Staf pada Sub Bagian

Keuangan, Umum, dan Logistik

PNS

8. Ade Rahmat Kurnia Sari, S.IP. Staf pada Sub Bagian

Keuangan, Umum, dan Logistik

PNS

9. Anugrah Krisnovandi, S.I.P. Staf pada Sub Bagian

Perencanaan, Data dan

Informasi

PNS

10. Muhammad Fahrezal, SH Staf pada Sub Bagian Hukum

dan Sumber Daya Manusia

PNS

11. Ficky Zulfiqar, SH Staf pada Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat

PNS

12. Wiska Novita Staf pada Sub Bagian

Keuangan, Umum, dan Logistik

PNS

13. M. Ali Akbar, ST Staf pada Sub Bagian

Perencanaan, Data dan

PPNPN
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No Nama Jabatan Status
Informasi

14. Dila Mita Adrina, SE Staf pada Sub Bagian

Keuangan, Umum, dan Logistik

PPNPN

15. Mika Lestiani Staf pada Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat

PPNPN

16. Frisky Tria Sapta Staf pada Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat

PPNPN

17. Ainun Mardiah, S.I.Kom Staf pada Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat

PPNPN

16. Anisya Irma Putri, A.Md.H Staf pada Sub Bagian

Keuangan, Umum, dan Logistik

PPNPN

17. Noveri Dafid Jagat Saksana PPNPN

18. Iron Eko Siska Jagat Saksana PPNPN

19. Hendra Mardeki Jagat Saksana PPNPN

20. Suwirman Pengemudi PPNPN

21. Nurhailis Pramubakti PPNPN

22. Afrida Yanti Putri Pramubakti PPNPN

Tabel 1. 2 PNS KPU Kota Sawahlunto berdasarkan Pangkat dan Golongan

No Pangkat Golongan Jumlah
1 Pembina IV/a 1

2 Penata Tingkat I III/d 3

3 Penata III/c 2

4 Penata Muda Tingkat I III/b 2

5 Penata Muda III/a 4

6 Pengatur Tingkat I II/d -
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No Pangkat Golongan Jumlah
7 Pengatur II/c 1

8 Pengatur Muda Tingkat I II/b -

9 Pengatur Muda II/a -

Sesuai dengan Surat Edaran Sekretariat Jenderal KPU Nomor 5 Tahun

2016 tanggal 9 Juni 2016 perihal Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU

Provinsi dan Seketariat KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota ditunjang

dengan 17 (tujuh belas) orang pegawai/ PNS. KPU Kota Sawahlunto masih

mengalami kekurangan sebanyak 5 (lima) orang PNS untuk menunjang

pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.
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Gambar 1. 2 Struktur Organisasi KPU Kota Sawahlunto
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E. Sistematika Penyajian
Sistematika penulisan laporan ini terinci sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, tujuan penulisan laporan, tugas dan

kewajiban lembaga, struktur organisasi dan sistematika penulisan, yang

merangkum tentang penjelasan organisasi, dengan aspek strategis

organisasi dan permasalahan utama (strategic issued) yang sedang

dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Menguraikan perencanaan target kerja dan indikator pencapaian kinerja

dalam malaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjabarkan capaian kinerja organisasi yang sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara target dan

realisasi kinerja tahun ini, dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Analisis terhadap penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan

dan penurunan kinerja serta alternatif/solusi yang dilakukan. Melakukan

analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan

kegagalan. Menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi.

BAB IV PENUTUP

Menyimpulkan secara menyeluruh capaian kinerja organisasi dan

langkah-langkah untuk masa tahun yang akan datang untuk meningkatkan

kinerja bagi para pengambil kebijakan.

LAMPIRAN :

Penetapan Kinerja Sekretariat KPU Kota Sawahlunto Tahun 2024

Pengukuran Kinerja Sekretariat KPU Kota Sawahlunto Tahun 2024
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BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Sasaran Strategis
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan

Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana

Strategis KPU Tahun 2020-2024.

Sekretariat KPU Kota Sawahlunto dalam melaksanakan fungsi

kelembagaannya sesuai dengan tugas dan wewenang sekretariat secara

gamblang dinyatakan dalam Pasal 44 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan Dalam menjalankan

tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat

KPU Kabupaten/Kota.

1. Visi dan Misi KPU
Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang

ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan

dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan

Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang

Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan

berintegritas adalah sebagai berikut:

a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun,

disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten,

aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan

mendahulukan kepentingan umum.
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2. Misi Komisi Pemilihan Umum
Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya

yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode

2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil

Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan

tepercaya’’ dengan uraian sebagai berikut:

a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan

berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara

Pemilu.

b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan

kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan

efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.

d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam

menyelenggarakan Pemilu Serentak.

e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.

f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh

pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan

Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat

dibagi menjadi dua, yakni:

a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan

kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan

b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis
Sebagai lembaga yang berdiri secara hierarkis tujuan yang ingin

dicapai oleh KPU Kota Sawahlunto adalah tujuan yang ditetapkan oleh KPU.

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang

hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:
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Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan

Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan

berintegritas;

b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien

dan efektif; dan

c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia,

Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum

yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi

Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;

b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;

dan

c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan

Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :

a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk

seluruh lapisan masyarakat; dan

b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai

dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi

serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang

terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan
Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”,
yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang
tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Dalam mencapai sasaran strategis yang ditetapkan oleh KPU, Sekretariat

KPU Kota Sawahlunto memberikan layanan sesuai dengan tugas, wewenang

dan kewajibannya. Dalam pencapaian sasaran strategis KPU, Sekretariat KPU

Kota Sawahlunto pada tahun 2023 sesuai tugas dan fungsi kelembagaan

menetapkan sasaran kegiatan berupa :

a. Terlaksananya akuntabilitas pengelolaan adminitrasi keuangan;
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b. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan,

pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik

Pemilu;

c. Terwujudnya pelaksanaan program dan anggaran yang berkualitas ;

d. Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan Perkantoran KPU;

e. Terlaksananya efektifitas Sistem Pengendalian Internal

f. Terlaksananya bimbingan teknis, supervisi, publikasi, sosialisasi

penyelenggaraan Pemilu, dan pendidikan pemilih

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Sekretariat KPU Kota Sawahlunto telah menetapkan rencana kinerja akan

dilaksanakan pada tahun 2023. Penetapan Kinerja selaku tekad dan janji

rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai

berikut :

Tabel 2. 1 Penetapan Kinerja Sekretariat KPU Kota Sawahlunto

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Terwujudnya Kerjasama

dengan lembaga

penyelenggara Pemilu

Jumlah Fasilitasi Kerjasama

dengan Instansi Terkait Dalam

Rangka Penguatan

Kelembagaan Demokrasi

2 Lembaga

2 Terwujudnya rencana

kerja dan anggaran

yang efektif dan efisien

Jumlah revisi yang dilakukan

terhadap rencana kerja yang

telah ditetapkan

24 kali

3 Terwujudnya Sistem

Administrasi

Penyelenggaraan

Pemilu yang tertib,

efektif dan efisien

Persentase laporan monitoring

dan evaluasi yang akuntabel

dan tepat waktu

100%

4 Terwujudnya Sistem

Administrasi

Penyelenggaraan

Pemilu yang tertib,

efektif dan efisien

Pencapaian Target Kinerja yang

tercapai sesuai dengan

perjanjian kinerja

100%
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NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
5 Pembentukan Badan

Penyelenggara Adhock

Jumlah Badan Adhoc yang

dipersiapkan dan dibentuk

4 PPK, 37 PPS d

an Sekretariat ser

ta PAW-nya

6 Meningkatnya

penyelesaian

pertanggungjawaban

penggunaan anggaran

sesuai ketentuan

Persentase penyelesaian

pertanggungjawaban

penggunaan anggaran sesuai

ketentuan

100%

7 Terlaksananya sistem

akuntansi dan

pelaporan keuangan

Jumlah laporan sistem akuntansi

dan pelaporan keuangan yang

diselesaikan tepat waktu

14 Laporan

8 Tersusunnya laporan

pertanggungjawaban

penggunaan anggaran

Jumlah laporan

pertanggungjawaban

penggunaan anggaran berbasis

aplikasi yang tepat waktu dan

valid

12 Laporan

9 Terwujudnya

pengelolaan barang

milik negara sesuai

peraturan perundang-

undangan yang berlaku

Persentase barang milik negara

yang dikelola sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

yang berlaku

100%

10 Terwujudnya dukungan

sarana dan prasarana

guna meningkatkan

kelancaran tugas KPU

Persentase sarana transportasi

untuk mendukung kinerja satker

yang berfungsi dengan baik

100%

11 Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja di

Lingkungan KPU

Persentase pengisian dan

penyampaian Kartu Kendali

SPIP secara lengkap dan tepat

waktu

100%

12 Tersusunnya keputusan

KPU Kota sesuai

Persentase keputusan KPU

Kota yang disusun dan sesuai

100%
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NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)

kerangka regulasi dengan kerangka regulasi

13 Terlaksananya

pengelolaan dan

pelayanan informasi

hukum

Persentase produk hukum yang

dikelola didokumentasikan dan

disajikan sesuai peraturan

perundang-undangan

100%

14 Pendidikan pemilih

kepada masyarakat

umum

Jumlah kegiatan “pendidikan

pemilih kepemiluan dan

demokrasi” untuk masyarakat

umum yang dilaksanakan oleh

KPU Kota

12 Kegiatan

15 Meningkatnya kualitas

layanan informasi dan

data yang cepat serta

akurat

Persentase permohonan

informasi yang ditindaklanjuti

melalui PPID sesuai dengan

SOP

100%

C. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Sawahlunto 2020 - 2024
Tabel 2. 2 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Sawahlunto 2020 - 2024

Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator Target Kinerja

2020 2021 2022 2023 2024

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang Mandiri, Professional

dan Berintegritas

Terwujudnya

Sistem

Informasi

mengenai

Partai Politik

yang andal dan

berkualitas

Persentase

informasi

mengenai partai

politik yang

mutakhir dan

dipublikasikan

pada publik

- - 30% 35% 40%

Terwujudnya

Sumber Daya

Manusia dan

Lembaga yang

Indeks Reformasi

Birokrasi

- 77 78 79 80

Nilai Akuntabilitas

Kinerja

B B B B B
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Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator Target Kinerja

2020 2021 2022 2023 2024

berkualitas Nilai Keterbukaan

Informasi Publik

100% 100

%

100

%

100

%

100%

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan

Efektif

Terwujudnya

Kesadaran

Pemilih,

Kepemiluan

dan Demokrasi

yang tinggi

untuk seluruh

lapisan

masyarakat

Persentase

Partisipasi

Pemilih dalam

Pemilu/Pemilihan

77,5

%

- - - 77,5

%

Persentase

Partisipasi

Pemilih

Perempuan

dalam

Pemilu/Pemilihan

77% - - - 77%

Persentase

Partisipasi

Pemilih

Disabilitas dalam

Pemilu/Pemilihan

77% - - - 77%

Terwujudnya

koordinasi

penyelenggara

an kepemiluan

yang sesuai

dengan

Standar

Pelayanan

Publik, disertai

pengelolaan

data dan

informasi serta

dokumentasi

Persentase

Pemilih yang

Berhak Memilih

Tetapi Tidak

Masuk dalam

Daftar Pemilih

Tetap

0,20

%

- - - 0,16

%

Terwujudnya

Pemilu/Pemilihan

sesuai dengan

jadwal dan

ketentuan yang

berlaku

100% - - - 100%
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Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator Target Kinerja

2020 2021 2022 2023 2024

pelaksanaan

Pemilu

berbasis

teknologi

informasi yang

terintegrasi

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan

Adil

Terwujudnya

Pemilu

Serentak yang

aman dan

damai disertai

penyelesaian

sengketa

hukum yang

baik

Terlaksanakanny

a

Pemilu/Pemilihan

yang Aman dan

Damai

100% - - - 100%

Persentase

Sengketa Hukum

yang

dimenangkan

KPU Kota

Sawahlunto

89% - - - 90%

D. Rencana Kinerja Tahun 2023
Adapun Rencana Kinerja Tahun 2023 KPU Kota Sawahlunto adalah sebagai

berikut:

Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Tahun 2023

No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4 5
1 Mewujudkan

Komisi Pemilihan

Umum Kota

Sawahlunto yang

Mandiri,

Professional dan

Terwujudnya Sistem

Informasi mengenai

Partai Politik yang

andal dan berkualitas

Persentase informasi

mengenai partai

politik yang mutakhir

dan dipublikasikan

pada publik

35%

Terwujudnya Sumber Indeks Reformasi 79
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No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4 5

Berintegritas Daya Manusia dan

Lembaga yang

berkualitas

Birokrasi

Nilai Akuntabilitas

Kinerja
B

Nilai Keterbukaan

Informasi Publik
100%

2 Menyelenggarakan

Pemilu Serentak

Yang Demokratis,

Tepat Waktu,

Efisien dan Efektif.

Terwujudnya

Kesadaran Pemilih,

Kepemiluan dan

Demokrasi yang

tinggi untuk seluruh

lapisan masyarakat

Persentase

Partisipasi Pemilih

dalam

Pemilu/Pemilihan

-

Persentase

Partisipasi Pemilih

Perempuan dalam

Pemilu/Pemilihan

-

Persentase

Partisipasi Pemilih

Disabilitas dalam

Pemilu/Pemilihan

-

Terwujudnya

koordinasi

penyelenggaraan

kepemiluan yang

sesuai dengan

Standar Pelayanan

Publik, disertai

pengelolaan data dan

informasi serta

dokumentasi

pelaksanaan Pemilu

berbasis teknologi

informasi yang

terintegrasi

Persentase Pemilih

yang Berhak Memilih

Tetapi Tidak Masuk

dalam Daftar Pemilih

Tetap

-

Persentase Pemilih

yang Berhak Memilih

Tetapi Tidak Masuk

dalam Daftar Pemilih

Tetap

-

Persentase Pemilih

yang Berhak Memilih

Tetapi Tidak Masuk

dalam Daftar Pemilih

Tetap

-
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No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4 5
3 Mewujudkan

Pemilu Serentak

yang Langsung,

Umum, Bebas,

Rahasia, Jujur dan

Adil

Terwujudnya Pemilu

Serentak yang aman

dan damai disertai

penyelesaian

sengketa hukum

yang baik

Terlaksanakannya

Pemilu/Pemilihan

yang Aman dan

Damai

-

Persentase Sengketa

Hukum yang

dimenangkan KPU

Kota Sawahlunto

-
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja
Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Sawahlunto merupakan suatu proses

kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Perjanjian

Kinerja per-bagian tersebut secara menyeluruh merupakan satu kesatuan yang

tidak dapat dipisahkan yang mencerminkan kinerja lembaga secara menyeluruh.

15 (enam) sasaran yang telah ditetapkan melalui penetapan kinerja dilakukan

pengukuran melalui indikator kinerja sehingga melahirkan capaian kinerja sebagai

berikut :

Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja KPU Kota Sawahlunto

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1. Terwujudnya Kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu

Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan

Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan

Kelembagaan Demokrasi

2 Lembaga 2 Lembaga 100%

2. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien

Jumlah revisi yang dilakukan terhadap

rencana kerja yang telah ditetapkan

24 kali 15 kali 100%

3. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif

dan efisien

Persentase laporan monitoring dan

evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

100% 100% 100%

4. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif

dan efisien

Pencapaian Target Kinerja yang tercapai

sesuai dengan perjanjian kinerja

100% 100% 100%

5. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc

Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan

dan dibentuk

4 PPK, 37

PPS dan

Sekretariat

serta PAW-

nya

4 PPK, 37

PPS dan

Sekretariat

serta PAW-

nya

100%

6. Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai
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Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
ketentuan

Persentase penyelesaian

pertanggungjawaban penggunaan

anggaran sesuai ketentuan

1 Laporan 1 Laporan 100%

7. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Jumlah laporan sistem akuntansi dan

pelaporan keuangan yang diselesaikan

tepat waktu

14 Laporan 14 Laporan 100%

8. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Jumlah laporan pertanggungjawaban

penggunaan anggaran berbasis aplikasi

yang tepat waktu dan valid

12 Laporan 12 Laporan 100%

9. Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai

ketentuan

Persentase barang milik negara yang

dikelola sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

100% 100% 100%

10. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran

tugas KPU

Persentase sarana transportasi untuk

mendukung kinerja satker yang berfungsi

dengan baik

100% 100% 100%

11. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU

Persentase pengisian dan penyampaian

Kartu Kendali SPIP secara lengkap dan

tepat waktu

100% 100% 100%

12. Tersusunnya keputusan KPU Kota sesuai kerangka regulasi

Persentase keputusan KPU Kota yang

disusun dan sesuai dengan kerangka

regulasi secara lengkap dan tepat waktu

100% 100% 100%

13. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

Persentase produk hukum yang dikelola

didokumentasikan dan disajikan sesuai

100% 100% 100%
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Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
peraturan perundang-undangan

14. Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum

Jumlah kegiatan “pendidikan pemilih

kepemiluan dan demokrasi” untuk

masyarakat umum yang dilaksanakan oleh

KPU Kota

12 Kegiatan 12 Kegiatan 100%

15. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

Persentase permohonan informasi yang

ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan

SOP

100% 100% 100%

Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, perlu memperhatikan

karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik,

maka digunakan rumus:

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja,

maka digunakan rumus:

Berhasil atau tidak berhasilnya pencapaian indikator kinerja di atas, diperoleh

dari skala ordinal dengan kelompok/ klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai

berikut :

Tabel 3. 2 Rentang Nilai Pencapaian Kinerja

No. Rentang Nilai Keterangan
1 > 100 Kegiatan yang dilaksanakan telah melampuaui target

indikator kinerja.

2 91 - 100 Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target

indikator kinerja.
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No. Rentang Nilai Keterangan
3 71 - 90 Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target

indikator kinerja.

4 51 - 70 Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan

target indikator kinerja.

5 0 - 50 Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai

dengan target indikator kinerja.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kota Sawahlunto pada tahun

2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu
Tabel 3. 3 Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu

1. Terwujudnya Kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu

Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan

Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan

Kelembagaan Demokrasi

2 Lembaga 2 Lembaga 100%

Berdasarkan Pasal 18 Paragraf 3 undang-undang nomor nomor 7 Tahun 2017

tentang pemilihan umum, KPU Kabupaten/Kota bertugas menjabarkan program dan

Anggaran pelaksanaan Pemilu, kemudian Pasal 88 menyebutkan bahwa sekretariat

KPU Kabupaten/Kota bertugas membantu KPU Kabupaten kita dalam penyusunan

anggaran Pemilihan Umum hingga pertanggungjawabannya. Kegiatan ini merupakan

dukungan kegiatan persiapan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024

dengan rincian kegiatan yaitu :

1. Pengelolaan Program dan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024;

2. Sosialisasi Petunjuk Teknis Anggaran dan Pengelolaan Keuangan;

3. Penyusunan Kebutuhan dan Anggaran Sarana Prasarana KPU Kota Sawahlunto;

4. Dukungan Tahapan lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan umum 2024 perlu dibentuk Kelompok

kerja. sesuai hal di atas, KPU Kota Sawahlunto membentuk kelompok kerja

perencanaan kegiatan dan anggaran pemilu 2024 dengan masa kerja 3 (tiga) bulan

terhitung dari bulan April s/d Mei 2023.
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Pada pelaksanaan Pokja Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

memperlihatkan bagaimana terjadi kerjasama antara KPU Kota Sawahlunto dengan

BPKAD Kota Sawahlunto dan Badan Kesbangpol Kota Sawahlunto. Sasaran
dari pembentukan Pokja Perencanaan Kegiatan dan Anggaran adalah perencanaan

kegiatan dan anggaran untuk pemilu 2024 di tingkat KPU Kota Sawahlunto, serta

sebagai bahan kelengkapan data untuk pengawasan dan pemeriksaan oleh

Inspektorat KPU dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kegiatan tahapan perencanaan kegiatan dan anggaran, KPU Kota

Sawahlunto membentuk kelompok kerja melalui Keputusan KPU Kota Sawahlunto

Nomor Nomor 63 Tahun 2023 yang kemudian dirubah melalui Keputusan KPU Kota

Sawahlunto Nomor 68 Tahun 2023 tanggal 10 Mei 2023.

Kelompok kerja dengan masa kerja selama 3 bulan mulai dari April s.d Juni

2023. Adapun susunan kelompok kerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 4 POKJA Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

No. Nama Jabatan
Kedudukan dalam

Pokja
1. Fadhlan Armey,

S.Kom

Ketua Pengarah

2. Jasmadi, S.IP Wakil Ketua Divisi Perencanaan,

Data dan Informasi

Pengarah

3. Rika Arnelia, SH Ketua Divisi Perencanaan, Data

dan Informasi

Penanggungjawab

4. Juni Lesmita Devi,

SE

Sekretaris Ketua

5. Hayatul Mardiah,

SH

Kepala Sub Bagian

Perencanaan, Data dan

Informasi

Sekretaris

6. Amelia Andila,
SSTP, M.Si

Kepala Bidang Politik Dalam
Negeri dan Ormas

Anggota

7. Sulistikawati,
S.Akt., M.Si

JFT AKPD pada BPKAD Kota
Sawahlunto

Anggota

7 Rusnel, SH Kepala Sub Bagian Hukum dan

Sumber Daya Manusia

Anggota

8. Puti Astri Kepala Sub Bagian Keuangan, Anggota
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No. Nama Jabatan
Kedudukan dalam

Pokja
Primawardani, SE Umum dan Logistik

9. Rike Suci Kardia,

SH, MH

Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat

Anggota

10. Gustamar, S.Sos,

M.I.P

Pelaksana Sub Perencanaan,

Data dan Informasi

Anggota

11. Anugrah

Krisnovandi, S.IP

Pelaksana Sub Perencanaan,

Data dan Informasi

Anggota

Kegiatan Kelompok Kerja Perencanaan kegiatan dan anggaran selama tiga (3)

bulan masa kerja terhitung dari bulan April s/d Juni 2023 dengan rincian kegiatan

sebagai berikut :

1) Rapat Divisi Perencanaan data dan Informasi melalui nomor surat 209.1/PL.01.2-

Und/1373/2023 yang dilaksanakan pada tanggal 10 bulan April tahun 2023

perihal undangan pembahasan TOR kelompok Kerja Perencanaan Kegiatan dan

Anggaran;

2) Rapat Pleno melalui nomor surat 210/PL.01.2-Und/1373/2023 yang dilaksanakan

pada tanggal 10 bulan April tahun 2023 perihal undangan penetapan kelompok

Kerja Kegiatan dan Anggaran;

3) Rapat Divisi Perencanaan data dan Informasi melalui nomor surat 211/PL.01.2-

Und/1373/2023 yang dilaksanakan pada tanggal 10 bulan April tahun 2023

perihal undangan pembentukan kelompok Kerja Perencanaan Kegiatan dan

Anggaran;

4) Permintaan untuk nama anggota kelompok kerja bagi instansi luar dengan nomor

surat 212/PL.01.2-SD/1373/2023 pada tanggal 10 bulan April tahun 2023 perihal

Permintaan Nama Keanggotaan Kelompok Kerja;

5) Balasan surat dari Kesbangpol Kota Sawahlunto nomor : 800/83/Bkp/SWL/2023

Tanggal 11 April 2023 perihal pengiriman nama keanggotaan kelompok kerja;

6) Rapat kelompok kerja berdasarkan surat nomor 162/PL.01.2-Und/1373/2023

tanggal 18 April 2023 perihal Rapat Pokja Perencanaan Kegiatan dan Anggaran;

7) Rapat Pleno melalui nomor surat 265/PP.01.1-Und/1373/2023 yang dilaksanakan
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pada tanggal 8 Mei Mei tahun 2023 perihal undangan Rapat Pleno dengan salah

satu pembahasan Penetapan surat keputusan perubahan kelompok kerja

kelompok kerja perencanaan dan kegiatan dan anggaran;

8) Permintaan untuk nama anggota kelompok kerja bagi instansi luar dengan nomor

surat 266/PP.01.1-SD/1373/2023 pada tanggal 8 Bulan Mei tahun 2023 perihal

Permintaan Nama Keanggotaan Kelompok Kerja;

9) Balasan surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

nomor : 910/BPKAD-AGR/2023 Tanggal 10 Mei 2023 perihal Nama

Keanggotaan Kelompok Kerja;

10) Kegiatan Evaluasi Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan Adhoc di Lingkungan KPU Kota

Sawahlunto berdasarkan surat nomor 185/PP.01.1-Und/1373/2023 tanggal 22

Mei 2023;

11) Rapat kelompok kerja berdasarkan surat nomor 187/PP.01.1-Und/1373/2023

tanggal 22 Mei 2023 perihal Undangan Rapat Pokja;

12) Rapat Divisi Pembahasan RAB Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota

Sawahlunto Tahun 2024 berdasarkan surat nomor : 339/PP.01.2-Und/1373/2023

tanggal 15 Juni 2023;

13) Menghadiri Undangan dari Kesbangpol Kota Sawahlunto nomor

900/169/KP/SWL-2023 tentang pembahasan RAB Pemilihan Wali Kota dan

Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024 pada tanggal 19 Juni 2023;

14) Rapat kelompok kerja berdasarkan surat nomor 237/PP.01.1-Und/1373/2023

tanggal 27 Juni 2023 perihal Undangan Rapat Pokja.

Output kegiatan yang dilaksanakan pada bulan April 2023 berupa

pengumpulan bahan dan data dukung dalam rangka penyusunan rencana

kerja/kegiatan dan anggaran untuk Pemilu/Pemilihan 2024 berupa peraturan, naskah

Pemilu/Pemilihan sebagai bahan pembanding laporan.

Output Kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Mei 2023 berupa

pengumpulan bahan dan data dukung sesuai dengan permintaan surat Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1271 /PR.02.3-SD/01/2023 tanggal 27

April 2023 perihal Penyusunan Rencana kerja dan anggaran satuan kerja Tahun

Anggaran 2024. Tindak lanjut dari surat tersebut kelompok kerja menghasilkan :

a. Term Of Reference (TOR) kegiatan Pemilu dan Pemilihan 2024 per- RO;

b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Pemilu 2024 per- RO.
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Output kegiatan pokja pada bulan Juni 2023 berupa Rencana Anggaran Biaya

(RAB) untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024 yang

diajukan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Sawahlunto.

2. Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran yang Efektif dan Efisien
Tabel 3. 5 Jumlah Revisi Dalam 1 Tahun

2. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien

Jumlah revisi yang dilakukan terhadap

rencana kerja yang telah ditetapkan

24 kali 15 kali 100%

Perencanaan dan Penganggaran Pemilu, Pelaksanaan Rencana dan

Anggaran Pemilu dimulai melalui Revisi Renstra 2020 -2024 yang didasari oleh hasil

Laporan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor LAP-192/E/12/2023

tanggal 12 Agustus 2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada KPU Kota Sawahlunto.

Pada proses perencanaan anggaran tidak pernah lepas dari revisi anggaran.

Revisi Anggaran adalah perubahan RKA berupa penyesuaian rincian anggaran dan/

atau informasi Kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan UndangUndang mengenai

APBN, termasuk revisi atas DIPA yang telah disahkan pada tahun anggaran

berkenaan.1 Pada prinsipnya terdapat dua jenis revisi yang bisa dilaksanakan satker

yaitu Revisi DIPA yang bisa diproses melalui Kanwil DJPb, dan Revisi POK yang

bisa dilaksanakan mandiri oleh satker.

Sepanjang tahun 2023 untuk dukungan kegiatan tahapan Pemilu Tahun 2024

telah dilaksanakan Revisi DIPA sejumlah 15 kali. Beberapa alasan dasar

dilaksanakannya revisi tersebut adalah:

1) Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan;

2) Mempercepat pencapaian kinerja K/L;

3) Meningkatkan efektivitas, kualitas belanja, dan optimalisasi penggunaan yang

terbatas

Revisi DIPA ini terjadi karena terdapat penambahan belanja dan perlunya

dilakukan pemutakhiran terhadap POK KPU Kota Sawahlunto. Beberapa mekanisme

revisi DIPA yang pernah dilaksanakan dalam 2023 adalah sebagai berikut:

Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya

1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pasal 1 Angka 91
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1) Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan

dalam Halaman III DIPA;

2) Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK;

3) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program dalam 1 (satu) wilayah kerja

Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka pemenuhan belanja gaji

minus Satker KPU Kota Sawahlunto;

4) Revisi Dalam Rangka Pagu Anggaran Berubah.

Rincian history revisi DIPA KPU Kota Sawahlunto bisa dilihat dalam tabel

berikut:

Tabel 3. 6 History Revisi DIPA KPU Kota Sawahlunto

Revisi Tanggal Digital Stamp Pagu
0 17/11/2022 4718 2287 3434 5737 Rp 6.189.049.000

1 24/02/2023 0441 0161 8411 7405 Rp 6.368.889.000

2 15/05/2023 5746 5358 1068 9027 Rp 6.460.071.000

3 07/06/2023 5746 5358 1068 9027 Rp 6.460.071.000

4 14/06/2023 3054 5880 6780 9524 Rp 8.407.371.000

5 21/07/2023 8374 8690 0330 8358 Rp 8.693.605.000

6 18/08/2023 8374 8690 0330 8358 Rp 8.693.605.000

7 06/09/2023 6392 7179 6336 0300 Rp 9.228.990.000

8 12/09/2023 6392 7179 6336 0300 Rp 9.228.990.000

9 19/09/2023 6392 7179 6336 0300 Rp 9.228.990.000

10 14/11/2023 8482 2710 3606 8823 Rp 10.661.956.000

11 23/11/2023 9051 8853 6687 2093 Rp 10.661.956.000

12 29/11/2023 1140 6101 7883 6452 Rp 10.661.956.000

13 01/12/2023 1140 6101 7883 6452 Rp 10.661.956.000

14 28/12/2023 1140 6101 7883 6452 Rp 10.661.956.000

15 29/23/2023 4570 0009 0705 0864 Rp 10.675.389.000

Revisi POK yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Sawahlunto sebanyak

27 kali. Pada tanggal 28 Desember 2023 dilaksanakan POK terakhir, dikarenakan

mendekati batas pemutakhiran DIPA untuk triwulan keempat 2023.
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3. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib,
Efektif dan Efisien

Tabel 3. 7 Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu

3. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan

efisien

Persentase laporan monitoring dan

evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

100% 100% 100%

Monitoring dan evaluasi ini dilakukan melalui aplikasi https://e-

monev.bappenas.go.id/. Aplikasi ini merupakan aplikasi pelaporan datahasil

pemantauan generasi ketiga dari aplikasi yang sudah dikembangkan dan dijalankan

sejak Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 (PP 39/2006) tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di terbitkan.

Pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan dilakukan sesuai dan mengikuti

struktur program dan kegiatan yang ada di dalam Renja. Pemantauan dilakukan

terhadap input, output dan indikator kinerja dari masing-masing program dan

kegiatan. Pemantauan, menurut PP 39/2006 dilaksanakan oleh

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Renja-KL

(APBN). Sementara pelaporan hasil pemantauan dilakunan secara triwulanan. PP

39/2006 mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

untuk menyampaikan laporan triwulanan kepada Bappenas paling lambat 14 hari

kerja setelah triwulan berakhir. Sesuai dengan struktur organisasi pelaksana program

dan kegiatan inilah, maka pelaporan hasil pemantauan dilakukan sesuai dengan

struktur organisasi dari lini terbawah (satuan kerja) hingga Kementerian/Lembaga

(pelaporan berjenjang, sesuai dengan struktur organisasi dan struktur kebijakannya).

Gambar 3. 1 Entry E-MONEV Komponen

https://e-monev.bappenas.go.id/
https://e-monev.bappenas.go.id/
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Gambar 3. 2 Entry E-MONEV Rincian Output

4. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib,
efektif dan efisien

Tabel 3. 8 Target Kinerja Tahunan

4. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan

efisien

Pencapaian Target Kinerja yang tercapai

sesuai dengan perjanjian kinerja

100% 100% 100%

Target Kinerja dapat dilihat melalui Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota

Sawahlunto. Perjanjian Kinerja merupakan suatu proses kegiatan untuk mencapai

sasaran strategis yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja per-bagian tersebut

secara menyeluruh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang

mencerminkan kinerja lembaga secara menyeluruh.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum telah

memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari 15 sasaran

yang telah ditetapkan melalui penetapan kinerja dilakukan pengukuran melalui

indikator kinerja sehingga melahirkan capaian kinerja. Seluruh capaian kinerja telah

tercapai secara 100%. Meskipun begitu, beberapa indikator kinerja masih

membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen

penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal

maupun lintas sektoral harus dilakukan dengan lebih intensif.
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Pada tabel di bawah adalah data perbandingan target kinerja sasaran strategis KPU Kota Sawahlunto 2020 - 2024 dengan

KPU RI:

Tabel 3. 9 Perbandingan Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Sawahlunto 2020 - 2024 dengan KPU RI

Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator Target Kinerja

2020 2021 2022 2023 2024

RI Kota RI Kota RI Kota RI Kota RI Kota

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang Mandiri, Professional dan Berintegritas

Terwujudnya

Sistem Informasi

mengenai Partai

Politik yang andal

dan berkualitas

Persentase

informasi

mengenai partai

politik yang

mutakhir dan

dipublikasikan

pada publik

20% - 25% - 30% 30% 35% 35% 40% 40%

Terwujudnya

Sumber Daya

Manusia dan

Lembaga yang

berkualitas

Indeks Reformasi

Birokrasi

76 - 77 77 78 78 79 79 80 80

Nilai Akuntabilitas

Kinerja

B B B B B B B B B B

Nilai Keterbukaan

Informasi Publik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif
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Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator Target Kinerja

2020 2021 2022 2023 2024

RI Kota RI Kota RI Kota RI Kota RI Kota

Terwujudnya

Kesadaran

Pemilih,

Kepemiluan dan

Demokrasi yang

tinggi untuk

seluruh lapisan

masyarakat

Persentase

Partisipasi Pemilih

dalam

Pemilu/Pemilihan

77,5% 77,5% 77,5% - 77,5% - 77,5% - 77,5% 77,5%

Persentase

Partisipasi Pemilih

Perempuan dalam

Pemilu/Pemilihan

77% 77% 77% - 77% - 77% - 77% 77%

Persentase

Partisipasi Pemilih

Disabilitas dalam

Pemilu/Pemilihan

77% 77% 77% - 77% - 77% - 77% 77%

Terwujudnya

koordinasi

penyelenggaraan

kepemiluan yang

sesuai dengan

Standar

Persentase

Pemilih yang

Berhak Memilih

Tetapi Tidak

Masuk dalam

Daftar Pemilih

0,20% 0,20% 0,19% - 0,18% - 0,17% - 0,16% 0,16%
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Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator Target Kinerja

2020 2021 2022 2023 2024

RI Kota RI Kota RI Kota RI Kota RI Kota

Pelayanan

Publik, disertai

pengelolaan data

dan informasi

serta

dokumentasi

pelaksanaan

Pemilu berbasis

teknologi

informasi yang

terintegrasi

Tetap

Terwujudnya

Pemilu/Pemilihan

sesuai dengan

jadwal dan

ketentuan yang

berlaku

100% 100% 100% - 100% - 100% - 100% 100%

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Terwujudnya

Pemilu Serentak

yang aman dan

damai disertai

penyelesaian

sengketa hukum

Terlaksanakannya

Pemilu/Pemilihan

yang Aman dan

Damai

100% 100% 100% - 100% - 100% - 100% 100%

Persentase

Sengketa Hukum

89% 89% 89% - 89% - 89% - 89% 90%
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Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator Target Kinerja

2020 2021 2022 2023 2024

RI Kota RI Kota RI Kota RI Kota RI Kota

yang baik yang

dimenangkan KPU

Kota Sawahlunto

Pada tabel di bawah adalah perbandingan realisasi dan capaian kerja yang sudah sesuai dengan RENSTRA KPU Kota

Sawahlunto 2020 - 2024:

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi dan Capaian 2021 - 2023

Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
1. Terwujudnya Kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu

Jumlah Fasilitasi Kerjasama

dengan Instansi Terkait Dalam

Rangka Penguatan

Kelembagaan Demokrasi

- - 2 Lembaga - -
2

Lembaga
- - 100%

2. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien

Jumlah revisi yang dilakukan

terhadap rencana kerja yang

telah ditetapkan

- - 24 kali - - 15 kali - - 100%
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Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
3. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien

Persentase laporan monitoring

dan evaluasi yang akuntabel

dan tepat waktu

- - 100% - - 100% - - 100%

4. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien

Pencapaian Target Kinerja

yang tercapai sesuai dengan

perjanjian kinerja

- - 100% - - 100% - - 100%

5. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc

Jumlah Badan Adhoc yang

dipersiapkan dan dibentuk
- -

4 PPK, 37

PPS dan

Sekretariat

serta PAW-

nya

- -

4 PPK, 37

PPS dan

Sekretariat

serta

PAW-nya

- - 100%

6. Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan

Persentase penyelesaian

pertanggungjawaban

penggunaan anggaran sesuai

ketentuan

- - 1 Laporan - - 1 Laporan - - 100%
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Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
7. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Jumlah laporan sistem

akuntansi dan pelaporan

keuangan yang diselesaikan

tepat waktu

1 Laporan 2 Laporan 14 Laporan
1

Laporan

2

Laporan

14

Laporan
100% 100% 100%

8. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Jumlah laporan

pertanggungjawaban

penggunaan anggaran

berbasis aplikasi yang tepat

waktu dan valid

1 Laporan - 12 Laporan
1

Laporan
-

12

Laporan
100% - 100%

9. Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan

Persentase barang milik

negara yang dikelola sesuai

dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

1 Unit - 100% 1 Unit - 100% 100% - 100%

10. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU

Persentase sarana transportasi

untuk mendukung kinerja
- 1 Laporan 100% -

1

Laporan
100% - 100% 100%
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Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
satker yang berfungsi dengan

baik

11. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU

Persentase pengisian dan

penyampaian Kartu Kendali

SPIP secara lengkap dan tepat

waktu

- - 100% - - 100% - - 100%

12. Tersusunnya keputusan KPU Kota sesuai kerangka regulasi

Persentase keputusan KPU

Kota yang disusun dan sesuai

dengan kerangka regulasi

secara lengkap dan tepat

waktu

- - 100% - - 100% - - 100%

13. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

Persentase produk hukum

yang dikelola

didokumentasikan dan

disajikan sesuai peraturan

perundang-undangan

1

Layanan
- 100%

1

Layanan
- 100%

1

Layanan
- 100%
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Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
14. Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum

Jumlah kegiatan “pendidikan

pemilih kepemiluan dan

demokrasi” untuk masyarakat

umum yang dilaksanakan oleh

KPU Kota

- -
12

Kegiatan
- -

12

Kegiatan
- - 100%

15. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

Persentase permohonan

informasi yang ditindaklanjuti

melalui PPID sesuai dengan

SOP

- - 100% - -
12

Kegiatan
- -

12

Kegiatan
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5. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc
Tabel 3. 11 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc

5. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc

Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan

dan dibentuk

4 PPK, 37

PPS dan

Sekretariat

serta PAW-

nya

4 PPK, 37

PPS dan

Sekretariat

serta PAW-

nya

100%

a) Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 476 Tahun 2022 dan perubahannya, bahwa jadwal pembentukan Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 12 Jadwal dan Tahapan Pembentukan PPK

No Tahapan Jadwal
1 Pengumuman Pendaftaran 20-24 November 2022

2 Penerimaan Pendaftaran 20-29 November 2022

3 Penelitian Administrasi 21 November – 1

Desember 2022

4 Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi 2-4 Desember 2022

5 Seleksi Tertulis 5-7 Desember 2022

6 Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis 8-10 Desember 2022

7 Tanggapan dan Masukan Masyarakat 2-10 Desember 2022

8 Seleksi Wawancara 11-13 Desember 2022

9 Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara 14-16 Desember 2022

10 Penetapan 16 Desember 2022

11 Pelantikan 4 Januari 2023

Masa Kerja PPK : 4 Januari 2023 – 4 April 2024.

KPU Kota Sawahlunto mengumumkan pendaftaran PPK melalui

Pengumuman Nomor 356/PP.04.1-Pu/1373/2022 tanggal 20 November 2022.

Pengumuman ditempel di kantor KPU Kota Sawahlunto, Kantor Camat, Kantor

Desa/Lurah serta tempat-tempat strategis lainnya. Pengumuman ini juga

disosialisasikan melalui radio Sawahlunto FM pada tanggal 20-29 November 2022,

media sosial dan spanduk.
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KPU Kota Sawahlunto melakukan Rapat Pleno Penetapan hasil seleksi

wawancara pada tanggal 13 Desember 2022 dengan Berita Acara Nomor

102/PK.01-BA/1373/2022 tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK

pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Hasil dari rapat pleno tersebut bahwa calon

anggota PPK yang lulus seleksi wawancara sebanyak 40 orang (20 orang sebagai

calon terpilih, 20 orang sebagai pengganti) dan 24 orang dinyatakan tidak lulus.

Penetapan Hasil seleksi Wawancara PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

diumumkan dengan Pengumuman Nomor 411/PP.04.1-Pu/1373/2022 pada tanggal

14 Desember 2022. Pelamar yang lulus seleksi wawancara, selanjutnya akan

ditetapkan menjadi PPK terpilih. KPU Kota Sawahlunto kemudian melakukan Rapat

Pleno Penetapan PPK dengan Berita Acara KPU Kota Sawahlunto Nomor

104/PK.01-BA/1373/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan Anggota

Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kota

Sawahlunto menetapkan 20 orang terpilih sebagai anggota Panitia Pemilihan

Kecamatan Pemilu 2024 dan 20 orang calon penganti anggota Panitia Pemilihan

Kecamatan Pemilu 2024. Pada hari yang sama, KPU Kota Sawahlunto menerbitkan

Surat Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penetapan

dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada KPU Kota Sawahlunto untuk

Pemilihan Umum Tahun 2024.

Penetapan Anggota PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 diumumkan

dengan Pengumuman Nomor 422/PP.04.1-Pu/1373 pada tanggal 16 Desember 2022.

Pelamar yang sudah ditetapkan, selanjutnya akan melaksanakan pelantikan.

Pelantikan serta bimbingan teknis anggota PPK pemilu 2024 pada tanggal 4 Januari

2023 di Khas Ombilin Hotel Sawahlunto pada pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB.

Pelaksanaan pelantikan anggota PPK ditandai dengan pengucapan sumpah dan

penandatangan Berita Acara, Pengambilan Sumpah dipimpin oleh Ketua KPU Kota

Sawahlunto serta Rohaniwan sekaligus pembacaan dan penandatanganan pakta

integritas anggota PPK Pemilu 2024. Walikota Sawahlunto juga berkenan hadir

dalam acara pelantikan ini.

Setelah pelantikan, PPK akan mengikuti Bimbingan Teknis Tata Kerja.

Seluruh komisioner menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Namun sebelum

pelaksanana Bimtek tersebut, PPK terpilih melakukan Rapat Pleno untuk penetapan

Ketua PPK di masing-masing Kecamatan. Penetapan Ketua PPK tersebut disahkan

dengan Keputusan Ketua KPU Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2023.
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Gambar 3. 3 Sumpah Janji PPK

Gambar 3. 4 Pelantikan dan Bimtek PPK
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Bagan 3.1

Bagan 3. 1 Klasifikasi 20 orang PPK terpilih berdasarkan Jenis Kelamin

Bagan 3. 2 Klasifikasi 20 orang PPK terpilih berdasarkan Jenis Pekerjaan

Bagan 3. 3 Klasifikasi 20 orang PPK terpilih berdasarkan Jenis Pendidikan
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Bagan 3. 4 Klasifikasi 20 orang PPK terpilih berdasarkan Rentang Usia

b) Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Anggota PPK dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat PPK yang

terdiri dari 1 orang yang menjabat sekretaris dan 2 orang yang menjabat sebagai

sekretariat PPK. pembentukan Sekretariat PPK dilakukan setelah pengangkatan

PPK terhitung sejak pengambilan sumpah/janji PPK sampai dengan paling lambat 7

hari setelah pengambilan sumpah/janji PPK.

Setelah menerima usulan nama sekretariat PPK dari masing-masing PPK,

KPU Kota Sawahlunto menyampaikan Surat Pengusulan Nama Sekretaris dan Staf

Sekretariat PPK Pemilu Tahun 2024 kepada Walikota Sawahlunto melalui Surat

Nomor 015/PP.04.1-SD/1373/2023 Tanggal 5 Januari 2023. KPU Kota Sawahlunto

menerima balasan dalam bentuk Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor

824/09/BKPSDM-SWL/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat

Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Tahun 2024.

Berdasarkan keputusan Walikota terkait Penetapan Sekretaris dan Staf

Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Tahun 2024, KPU Kota Sawahlunto

menetapkan nama-nama tersebut melalui keputusan KPU Kota Sawahlunto 01

Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota

Sawahluno untuk Pemilu Tahun 2024.

Sebanyak 12 orang Sekretariat PPK se-Kota Sawahlunto ditetapkan dengan

Penandatangan Pakta Integritas Sekretariat PPK Pemilu 2024 pada tanggal 11

Januari 2023 pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB bertempat di Khas Ombilin Hotel KPU

Kota Sawahlunto. Setelah penetapan, sekretariat PPK mengikuti Bimbingan Teknis

Tata Kerja. Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini adalah Sekda Kota
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Sawahlunto, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM serta

Sekretaris KPU Kota Sawahlunto.

Gambar 3. 5 Pembacaan Pakta Integritas Sekretariat PPK

Gambar 3. 6 Narasumber Bimtek Sekretariat PPS

c) Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 476 Tahun 2022, bahwa jadwal pembentukan Panitia Pemungutan Suara

(PPS) adalah sebagai berikut :
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Tabel 3. 13 Tahapan Pembentukan PPS

No Tahapan Jadwal
1 Pengumuman Pendaftaran 18-22 Desember 2022

2 Penerimaan Pendaftaran 18-27 Desember 2022

3 Penelitian Administrasi 19-29 Desember 2022

4 Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi 30 Desember 2022 - 1 Januari

2023

5 Seleksi Tertulis 2-4 Januari 2023

6 Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis 5-7 Januari 2023

7 Tanggapan dan Masukan Masyarakat 30 Desember 2022 - 7 Januari

2023

8 Seleksi Wawancara 8-10 Januari 2023

9 Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara 11-13 Januari 2023

10 Penetapan 13 Januari 2023

11 Pelantikan 17 Januari 2023

Masa Kerja PPS : 17 Januari 2023 – 4 April 2024

KPU Kota Sawahlunto mengumumkan pendaftaran PPS melalui

Pengumuman Nomor 425/PP.04.1-Pu/1373/2022 tanggal 18 Desember 2022.

Pengumuman ditempel di kantor KPU Kota Sawahlunto, Kantor Camat, Kantor

Desa/Lurah serta tempat-tempat strategis lainnya. Pengumuman ini juga

disosialisasikan melalui radio Sawahlunto FM pada tanggal 18-27 Desember 2022,

media sosial dan spanduk.

Pada tanggal 20 Desember 2020 terdapat perubahan aturan pedoman

pembentukan badan adhoc melalui Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang

Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota, sehingga terjadi perubahan jadwal pembentukan Panitia

Pemungutan Suara (PPS) adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 14 Tahapan Pembentukan PPS

No Tahapan Jadwal
1 Pengumuman Pendaftaran 18-22 Desember 2022

2 Penerimaan Pendaftaran 18-30 Desember 2022

3 Penelitian Administrasi 19 Desember 2022 - 2
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No Tahapan Jadwal
Januari 2023

4 Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi 3-5 Januari 2023

5 Seleksi Tertulis 6-11 Januari 2023

6 Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis 12-14 Januari 2023

7 Tanggapan dan Masukan Masyarakat 3-14 Januari 2023

8 Seleksi Wawancara 15-17 Januari 2023

9 Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara 18-20 Januari 2023

10 Penetapan 20 Januari 2023

11 Pelantikan 24 Januari 2023

Masa Kerja PPS : 24 Januari 2023 – 4 April 2024

KPU Kota Sawahlunto melakukan Rapat Pleno Penetapan PPS dengan Berita

Acara KPU Kota Sawahlunto Nomor 027/PK.01-BA/1373/2022 tanggal 19 Januari

2023 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum

Tahun 2024, KPU Kota Sawahlunto menetapkan 111 orang terpilih sebagai anggota

Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu 2024 dan 110 orang calon penganti anggota

Panitia Pemungutan Suara Pemilu 2024. Pada hari yang sama, KPU Kota

Sawahlunto menerbitkan Surat Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 07 Tahun

2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Komisi

Pemilihan Umum Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Penetapan Anggota PPS untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 diumumkan

dengan Pengumuman Nomor 043/PP.04.1-Pu/1373/2023 pada tanggal 20 Januari

2023. Pelamar yang sudah ditetapkan, selanjutnya akan melaksanakan pelantikan.

Pelantikan serta bimbingan teknis anggota PPS pemilu 2024 pada tanggal 24

Januari 2023 di Aula BDTBT Sawahlunto pada pukul 08.00 WIB s.d 15.30 WIB.

Pelaksanaan pelantikan anggota PPS ditandai dengan pengucapan sumpah dan

penandatangan Berita Acara, Pengambilan Sumpah dipimpin oleh Ketua KPU Kota

Sawahlunto serta Rohaniwan sekaligus pembacaan dan penandatanganan pakta

integritas anggota PPS Pemilu 2024. Walikota Sawahlunto juga berkenan hadir

dalam acara pelantikan ini.

Setelah pelantikan, PPS akan mengikuti Bimbingan Teknis Tata Kerja.

Seluruh komisioner menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Namun sebelum

pelaksanana Bimtek tersebut, PPS terpilih melakukan Rapat Pleno untuk penetapan
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Ketua PPS di masing-masing Kecamatan. Penetapan Ketua PPS tersebut disahkan

dengan Keputusan Ketua KPU Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2023.

Gambar 3. 7 Pembacaan Sumpah Janji PPS

Gambar 3. 8 Penandatanganan Simbolik PPK

Gambar 3. 9 Sambutan Wali Kota Sawahlunto
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Gambar 3. 10 Bimtek PPS

d) Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Anggota PPS dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat PPS yang

terdiri dari 1 orang yang menjabat sekretaris dan 2 orang yang menjabat sebagai staf

sekretariat PPS. Pembentukan Sekretariat PPS dilakukan setelah pengangkatan

PPS terhitung sejak pengambilan sumpah/janji PPS sampai dengan paling lambat 7

hari setelah pengambilan sumpah/janji PPS.

Setelah menerima usulan nama sekretariat PPS dari masing-masing PPS,

KPU Kota Sawahlunto menyampaikan Surat Pengusulan Nama Sekretaris dan Staf

Sekretariat PPS Pemilu Tahun 2024 kepada Kepala Desa/Lurah melalui Surat

Nomor 048/PP.04.1-SD/1373/2023 Tanggal 24 Januari 2023. KPU Kota Sawahlunto

menerima balasan dalam bentuk Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Penetapan

Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 pada

masing-masing Desa/Kelurahan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa / Lurah terkait Penetapan Sekretaris

dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024, KPU Kota

Sawahlunto menetapkan nama-nama tersebut melalui Keputusan KPU Kota

Sawahlunto Nomor 09 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia

Pemungutan Suara Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sebanyak 111 orang Sekretariat PPS se-Kota Sawahlunto ditetapkan dengan

Penandatangan Pakta Integritas Sekretariat PPS Pemilu 2024 pada tanggal 31

Januari 2023 pada pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB di Aula BDTBT Sawahlunto.
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Setelah penetapan, sekretariat PPS mengikuti Bimbingan Teknis Tata Kerja. Adapun

yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini adalah Sekda Kota Sawahlunto, Ketua

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM serta Sekretaris KPU Kota

Sawahlunto.

Gambar 3. 11 Pembacaan Sumpah Janji Sekretariat PPS

Gambar 3. 12 Pembacaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Sekretariat PPS
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Gambar 3. 13 Materi oleh Narasumber

Gambar 3. 14 Materi oleh Narasumber

6. Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran
sesuai ketentuan

Tabel 3. 15 Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

6. Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai

ketentuan

Persentase penyelesaian

pertanggungjawaban penggunaan

anggaran sesuai ketentuan

1 Laporan 1 Laporan 100%
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Laporan Keuangan merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek

keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto. Laporan

Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian

prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan

operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Penyusunan dan penyajian

Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar,

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu

entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan

akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan adalah merupakan kebijakan

yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang merupakan entitas pelaporan

dari Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto. Disamping itu, dalam

penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di

lingkungan pemerintahan.

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan

kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Tabel 3. 16 Sumber Pendapatan per Jenis Belanja

2023
Anggaran

Setelah Revisi
Pendapatan
Penerimaan Negara Bukan Pajak - -

Jumlah Pendapatan - Uraian
Belanja
Belanja Pegawai 2.059.610.000 2.322.010.000

Belanja Barang 4.129.439.000 8.037.769.000

Belanja Modal - 315.610.000

Belanja Bantuan Sosial - -

Jumlah Belanja 6.189.049.000 10.675.389.000
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Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Jenis Belanja 2021 - 2023

URAIAN 2023 2022 2021
Belanja Pegawai 2.321.800.760 2.362.163.375 2.065.173.214

Belanja Barang 8.014.474.157 1.655.500.277 588.923.544

Belanja Modal 314.322.153 91.987.100 -

Jumlah 10.650.597.070 4.109.650.752 2.654.096.758

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat

dalam grafik berikut ini :

Bagan 3. 5 Realisasi Per Jenis Belanja

Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2023

Uraian 2023 2022 2021
Belanja Gaji Pokok PNS 580.382.900 611.997.680 501.353.020

Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.412 10.757 9.377

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 41.600.290 42.999.774 38.863.866

Belanja Tunj. Anak PNS 14.663.378 15.246.054 13.178.170

Belanja Tunj. Struktural PNS 47.880.000 45.720.000 33.660.000

Belanja Tunj. Fungsional PNS - - -

Belanja Tunj. PPh PNS 1.043.650 896.300 61.077

Belanja Tunj. Beras PNS 37.368.720 40.410.360 37.441.140

Belanja Uang Makan PNS 86.169.000 93.115.700 104.149.000
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Uraian 2023 2022 2021
Belanja Tunjangan Umum PNS 18.430.000 21.945.000 24.030.000

Belanja Uang Lembur - 31.157.000 46.553.000

Belanja Pegawai (Tunjangan

Khusus/ Kegiatan)
681.521.910 655.934.250 1.265.874.564

Belanja Uang Kehormatan

Pejabat Negara
812.730.500 802.730.500 -

Jumlah Belanja kotor 2.321.800.760 2.362.163.375 2.065.173.214
Pengembalian Belanja Pegawai - -

Jumlah Belanja 2.321.800.760 2.362.163.375 2.065.173.214

Dalam pencapaian target Iaporan Pertanggungjawaban Penggunaan

Anggaran yang tepat waktu dan valid, KPU Kota Sawahlunto berupaya

meningkatkan kualitas, ketepatan waktu dan validitas. Untuk meningkatkan target

menjadi lebih baik lagi, upaya yang dilakukan selalu melakukan koordinasi rutin

dengan KPPN setempat. Anggaran KPU Kota Sawahlunto mencapai capaian sesuai

dengan yang ditargetkan.

Evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan selalu dilakukan setiap

kegiatan berakhir, sebagai tolak ukur keberhasilan dan arah untuk menentukan

kegiatan selanjutnya. Dalam pencapaian target Iaporan Persentase laporan

monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu, KPU Kota Sawahlunto

berupaya meningkatkan kualitas, ketepatan waktu dan validitas. Untuk meningkatkan

target menjadi lebih baik lagi, upaya yang dilakukan dalam hal ini dilakukan entry

data ke dalam aplikasi monev Bappenas dan Monev DJA.

7. Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Tabel 3. 19 Laporan Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

7. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Jumlah laporan sistem akuntansi dan

pelaporan keuangan yang diselesaikan

tepat waktu

14 Laporan 14 Laporan 100%
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Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang dibuat oleh

Sekretariat KPU Kota Sawahlunto terbagi menjadi dua yaitu Laporan Keuangan dan

Laporan Rincian Keuangan. Kedua jenis laporan ini diakses melalui Modul GLP

aplikasi SAKTI pada laman https://sakti.kemenkeu.go.id/LL-Zg7BviiuXviBn9TvfiA.

Modul GLP adalah modul Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang

berfungsi untuk membuat jurnal yang dipicu oleh transaksi dari modul lain. Modul

GLP juga membuat penyesuaian dan jurnal yang tidak dihasilkan oleh modul lain.

Pada pelaporan di Modul GLP ini terdapat 14 laporan baik di Laporan Keuangan

maupun Laporan Rincian Keuangan, yaitu 12 laporan bulanan dan 2 laporan

semester.

Sekretariat KPU Kota Sawahlunto sudah menyusun ke-14 laporan tersebut

pada aplikasi SAKTI, yang dibuktikan dengan tangkapan layar yang ada di bawah:

Gambar 3. 15 Tangkapan Layar Laporan Keuangan

https://sakti.kemenkeu.go.id/LL-Zg7BviiuXviBn9TvfiA
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Gambar 3. 16 Tangkapan Layar Laporan Rincian Keuangan

8. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
Tabel 3. 20 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

8. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Jumlah laporan pertanggungjawaban

penggunaan anggaran berbasis aplikasi

yang tepat waktu dan valid

12 Laporan 12 Laporan 100%

Laporan pertanggungjawaban pengunaan anggaran dibuat melalui aplikasi

SIMONIKA yang dapat diakses melalui laman https://simonika2.kpu.go.id/.

SIMONIKA adalah singkatan dari Sistem Informasi Monitoring Keuangan. Aplikasi ini

berfungsi sebagai alat pemantauan berjenjang dengan satuan kerja sebagai

penyedia data realisasi untuk mendukung pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Data yang diambil melalui aplikasi ini berbentuk excel rincian realisasi masing-

masing akun yang ada di dalam RKA-KL 2023. Contoh tangkapan layar dari hasil

olah data SIMONIKA adalah sebagai berikut:

https://simonika2.kpu.go.id/
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Gambar 3. 17 Rincian Akun LPPA

Dari olah data tersebut, diperoleh data KPU Kota Sawahlunto didukung pagu
anggaran sebesar Rp. 10.675.389.000 yang bersumber dari APBN.

Penyerapan/realisasi anggaran APBN dari jumlah pagu tersebut pencapaian
realisasi keuangan sebesar Rp. 10.650.597.070 dengan persentase realisasi
99,77% dan itu melampaui target penyerapan anggaran tahun 2023 secara nasional

di atas 95% (sembilan puluh lima persen). Berikut adalah rekap realisasi

penggunaan anggaran KPU Kota Sawahlunto selama 12 bulan beserta

presentasenya:

Gambar 3. 18 Realiasi Anggaran Bulanan

9. Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran
sesuai ketentuan
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Tabel 3. 21 Persentase Barang Milik Negara Yang Dikelola

9. Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai

ketentuan

Persentase barang milik negara yang

dikelola sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

100% 100% 100%

Pengelolaan BMN sudah dilaksanakan melalui aplikasi SAKTI Modul Aset

Tetap yang bisa diakses oleh operator terkait pada laman

https://sakti.kemenkeu.go.id/. Modul Aset Tetap adalah salah satu modul dalam

aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Modul ini digunakan

untuk pencatatan dan penjurnalan Barang Milik Negara (BMN) berupa Aset Tetap

dan Aset Lainnya. Modul Aset Tetap meliputi transaksi:

1) Transaksi BMN

2) Transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

3) Transaksi BMN bersejarah

Modul Aset Tetap juga digunakan untuk:

1) Penatausahaan BMN, termasuk di dalamnya Konstruksi Dalam Pengerjaan,

Barang Bersejarah, dan Barang Pihak Ketiga yang digunakan atau dikelola oleh

instansi pemerintah

2) Penatausahaan dan pencatatan semua transaksi mutasi BMN, baik itu perolehan,

perubahan, dan penghapusan.

Berikut adalah data barang ekstrakomtabel dan intrakomtabel yang tercatat

dan dikelola di KPU Kota Sawahlunto untuk periode 31 Desember 2023:

Tabel 3. 22 Data Barang Ekstrakomtabel Dan Intrakomtabel

URAIAN KUANTITAS NILAI (Rp.)

Peralatan dan Mesin 317 2.208.545.865
Kendaraan Dinas Bermotor

Perorangan
2 280.000.000

Kendaraan Bermotor Penumpang 2 363.750.000

Kendaraan Bermotor Beroda Dua 6 79.793.000

Universal Tester 0 0

Alat Penyimpan Hasil Percobaan

Pertanian
6 7.068.000

https://sakti.kemenkeu.go.id/
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URAIAN KUANTITAS NILAI (Rp.)

Peralatan dan Mesin 317 2.208.545.865
Mesin Hitung/Mesin Jumlah 1 2.112.000

Alat Penyimpan Perlengkapan

Kantor
19 48.885.250

Alat Kantor Lainnya 13 95.760.650

Meubelair 94 100.005.325

Alat Pembersih 1 1.511.000

Alat Pendingin 17 54.590.500

Alat Dapur 1 1.600.000

Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home

Use )
17 53.974.402

Peralatan Studio Audio 8 17.435.851

Peralatan Studio Video Dan Film 11 53.187.465

Alat Komunikasi Telephone 4 4.129.200

Alat Komunikasi Digital Dan

Konvensional
0 0

Peralatan Penerima Dan Pengirim

Gambar Ke Permukaan
1 16.725.000

Sumber Tenaga 1 11.990.000

Alat Kedokteran Umum 5 3.300.000

Alat Laboratorium Umum 0 0

Alat Laboratorium Pertanian 1 840.000

Modular Counting And Scentific

Electronic
0 0

Alat Dalmas/Alat Dakhura 0 0

Personal Komputer 57 691.264.626

Peralatan Mainframe 0 0

Peralatan Personal Komputer 49 311.497.321

Peralatan Komputer Lainnya 0 0

Peralatan Fasilitas Iistrik Bandar

Udara
0 0

Alat Peraga Percontohan 1 9.126.275

Gedung dan Bangunan 2 409.601.000
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URAIAN KUANTITAS NILAI (Rp.)

Peralatan dan Mesin 317 2.208.545.865
Bangunan Gudang 1 390.601.000

Bangunan Terbuka 1 19.000.000

Aset Tetap yang tidak digunakan
dalam Operasi Pemerintahan

3 25.452.300

Mesin Ketik 0 0

Alat Kantor Lainnya 0 0

10. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan
kelancaran tugas KPU

Tabel 3. 23 Sarana Transportasi

10. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran

tugas KPU

Persentase sarana transportasi untuk

mendukung kinerja satker yang berfungsi

dengan baik

100% 100% 100%

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara profesional

dan berkualitas tentu didukung dengan sarana transportasi yang memadai. Adapun

sarana dan prasarana kantor KPU Kota Sawahlunto pada tahun 2023 sebagaimana

tabel berikut :

Tabel 3. 24 Data Kendaraan Dinas Bermotor KPU Kota Sawahlunto

No. Jenis Jumlah Keterangan
1 Station Wagon 2 Unit Kondisi Baik

2 Mini Bus 7 Unit Kondisi Baik

3 Sepeda Motor 6 Unit Kondisi Baik

Dalam mendukung kegiatan pelayanan kepemiluan, selalu dilakukan

pemeliharaan kendaraan bermotor ini, baik dari segi pengisian BBM dan perawatan

mesin.
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11. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU
Tabel 3. 25 Pengisian Dan Penyampaian Kartu Kendali SPIP

11. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU

Persentase pengisian dan penyampaian

Kartu Kendali SPIP secara lengkap dan

tepat waktu

100% 100% 100%

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan Menteri/ Kepala/ Ketua/ pimpinan tertinggi

Kementerian/ Lembaga, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk

mengimplementasikan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungannya dan

menetapkan Badan Pengewasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pembina

penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Penerepan sistem

pengendalian intern pemerintah secara efektif diharapkan dan diyakini akan

membangun tata pemerintahan yang baik (good governance government) yang

berdampak pada peningkatan efisiensi serta efektifitas atas pemanfataan seluruh

sumber daya yang ada di seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum, terutama di

Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto. Komisi Pemilihan Umum telah

mengimplentasikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP ke

dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto telah mengimplentasikan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan membentuk

Satgas SPIP sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 97

Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada

Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

Pengunggahan Kartu Kendali SPIP telah dilaksanakan secara rutin selama

satu tahun melalui laman https://e-spip.kpu.go.id/spip. Hal tersebut dibuktikan

dengan tangkapan layar di bawah:

https://e-spip.kpu.go.id/spip
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Gambar 3. 19 Kartu Kendali pada laman https://e-spip.kpu.go.id/spip

12. Tersusunnya Keputusan KPU Kota sesuai Kerangka Regulasi

Tabel 3. 26 Persentase Keputusan KPU Kota

12. Tersusunnya keputusan KPU Kota sesuai kerangka regulasi

Persentase keputusan KPU Kota yang

disusun dan sesuai dengan kerangka

regulasi secara lengkap dan tepat waktu

100% 100% 100%

Arsip Surat Keputusan tersebut telah terdokumentasi dengan baik secara

hardcopy maupun softycopy di https://docs.google.com/spreadsheets. Pengelolaan

Keputusan KPU Kota Sawahlunto sepanjang tahun 2023 adalah berikut :

Tabel 3. 27 Daftar Keputusan yang Dikeluarkan oleh KPU Kota Sawahlunto

No Arsip Jumlah Arsip
1 SK Ketua 118

2 SK Sekretaris 54

3 SOP 16

Pada proses pelaksanaannya, penyusunan Keputusan KPU Kota Sawahlunto

ini mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) KPU Kota Sawahlunto

Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyusunan Keputusan KPU Kota Sawahlunto.

Sedangkan terkait pengunggahan dan penurunan produk hukum pada laman JDIH

mengacu pada SOP KPU Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2022 tentang

https://docs.google.com/spreadsheets.
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Pengunggahan dan Penurunan Dokumen Hukum pada Laman JDIH KPU Kota

Sawahlunto.

13. Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum
Tabel 3. 28 Persentase Produk Hukum

13. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

Persentase produk hukum yang dikelola

didokumentasikan dan disajikan sesuai

peraturan perundang-undangan

100% 100% 100%

KPU Kota Sawahlunto melakukan proses pendokumentasian produk hukum

secara digital melalui laman https://jdih.kpu.go.id/sumbar/sawahlunto/. Di dalam JDIH

KPU Kota Sawahlunto, setiap keputusan baik yang dikeluarkan KPU RI, KPU

Provinsi Sumatera Barat hingga KPU Kota Sawahlunto sudah diunggah untuk bisa

diakses oleh publik secara gratis. Sdangkan pengunggahan dan penurunan produk

hukum pada laman JDIH mengacu pada SOP KPU Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun

2022 tentang Pengunggahan dan Penurunan Dokumen Hukum pada Laman JDIH

KPU Kota Sawahlunto.

Terkait pengembangan JDIH ini KPU Sawahlunto melaksanakan beberapa

rapat internal yang dihadiri oleh Ketua dan Wakil Divisi Hukum dan Pengawasan,

Sekretaris, dan Kasubbag Hukum dan SDM. Beberapa kegiatan tersebut adalah:

Tabel 3. 29 Rapat Divisi Hukum

Nama Kegiatan: Tanggal Kegiatan:

Rapat Divisi Hukum Pengembangan

JDIH

23 Mei 2023

Jumlah Peserta: Kapasitas:

5 Ketua dan Wakil Divisi Hukum dan

Pengawasan, Sekretaris, dan Kasubbag

Hukum dan SDM.

https://jdih.kpu.go.id/sumbar/sawahlunto/
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Tabel 3. 30 Rapat Divisi Hukum

Nama Kegiatan: Tanggal Kegiatan:

Rapat Divisi Hukum dan Pembahasan

JDIH

03 Agustus 2023

Jumlah Peserta: Kapasitas:

9 Ketua KPU, Ketua dan Wakil Divisi

Hukum dan Pengawasan, Sekretaris,

Kasubbag Hukum dan SDM, Staf Hukum

dan SDM.
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Tabel 3. 31 Rapat Divisi Hukum

Nama Kegiatan: Tanggal Kegiatan:

Rapat Divisi Hukum dan Pembahasan

JDIH

17 Oktober 2023

Jumlah Peserta: Kapasitas:

9 Ketua KPU, Ketua dan Wakil Divisi

Hukum dan Pengawasan, Sekretaris, Tim

Teknis JDIH KPU Kota Sawahlunto.
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14. Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum

Tabel 3. 32 Jumlah Kegiatan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan Dan Demokrasi”

14. Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum

Jumlah kegiatan “pendidikan pemilih

kepemiluan dan demokrasi” untuk

masyarakat umum yang dilaksanakan

oleh KPU Kota

12 Kegiatan 12 Kegiatan 100%

Secara berkelanjutan KPU Kota Sawahlunto melakukan pendidikan pemilih

melalui publikasi informasi kegiatan KPU Kota Sawahlunto dan informasi kepemiluan

lainnya melalui website https://kota-sawahlunto.kpu.go.id/ dan media sosial KPU

Kota Sawahlunto.

Selain itu, sosialisasi juga dilaksanakan melalui pembagian bahan berupa

kalender seperti pada bukti foto berikut:

https://kota-sawahlunto.kpu.go.id/
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Gambar 3. 20 Pembagian Kalender Bahan Sosialisasi

Beberapa kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan tahapan kepemiluan

antara lain adalah sebagai berikut:

a) Kirab Pemilu Tahun 2024
Peluncuran Kirab 1 Tahun Jelang Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan pada

tanggal 14 Februari 2023 juga merupakan bentuk kegiatan sosialisasi. Rincian

kegiatan berupa arak-arakan kendaraan roda 4 (empat) yang membawa bendera

Partai Politik pada Pukul 09.00-12.00 WIB. Jumlah kendaraan sebanyak 10 (sepuluh)

buah kendaraan roda 4. dengan rute : Start Kantor KPU Kota Sawahlunto -

Sawahlunto Kota - Muaro Kalaban - Silungkang - Sawahlunto Kota - Karang Anyar -

Talawi - Kolok dan Finish di Kantor KPU Kota Sawahlunto.

Menyaksikan live streaming Peluncuran Kirab Pemilu Tahun 2024, dengan

peserta stakeholder terkait, Partai Politik, PPK dan KPU Kota Sawahlunto dari Ruang

Rapat KPU Kota Sawahlunto pada Pukul 14.00-15.30 WIB.
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Gambar 3. 21 Kirab 1 Tahun Menjelang Pemilu

b) Sosialisasi Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024
KPU Kota Sawahlunto juga melaksanakan Sosialisasi Tahapan Penyusunan

Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 9 Maret 2023 bertempat di Parai

Hotel Sawahlunto. Sosialisasi ini yang dimulai pada pukul 13.00 Wib yang dihadiri

oleh Bawaslu Kota Sawahlunto, Dandim 0310/SSD, Polres Kota Sawahlunto, LPKN

Kota Sawahlunto, Rutan Kota Sawahlunto, Badan Kesbagpol Kota Sawahlunto,

Disdukcapil Kota Sawahlunto, Partai Politik tingkat Kota Sawahlunto dan Internal

KPU Kota Sawahlunto.

Adapun tujuan Kegiatan ini untuk mensosialisasikan proses Tahapan

Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang sedang

berlangsung diawali dengan Penyandingkan Data Pemilih Tetap Pemilu atau

Pemilihan Terakhir yang dimuktahirkan secara berkelanjutan dengan DP4 (Daftar

Penduduk Potensial Pemilih Pemilu), dilanjutkan dengan Penyusunan Daftar Pemilih

Sementara (DPS) yang merupakan Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran Data Pemilih

yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota yang dibantu oleh PPK, PPS dan Pantarlih.

Tahapan selanjutnya Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

(DPSHP) yang dilakukan berdasarkan masukan/tanggapan dari masyarakat maupun

peserta Pemilu, selanjutnya Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan
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hasil akhir dari DPSHP yang telah diperbaiki oleh PPK dan PPS dan ditetapkan oleh

KPU Kota Sawahlunto serta dilanjutkan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan

(DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Dalam kesempatan ini juga disampaikan persiapan pembentukan TPS khusus

untuk Pemilu 2024 yang akan dipusatkan di Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto,

Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto, Panti Asuhan Mudik Air, Perumahan Gakin

Luak Badai dan Pemukiman Gakin Kayu Gadang. Tahapan Penyusunan Daftar

Pemilih ini sudah diatur sedemikian rupa agar hak masyarakat untuk memilih pada

tanggal 14 Februari 2024 nanti terfasilitasi.

Gambar 3. 22 Sosialisasi Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih

c) Sosialisasi dan Evaluasi Tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan dan
Alokasi Kursi.

KPU Kota Sawahlunto melaksanakan Sosialisasi dan Evaluasi Tahapan

Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi di Khas Ombilin Hotel Sawahlunto

pada hari Kamis tanggal 6 April 2023. Sosialisasi ini dimulai pada pukul 16.00 WIB

yang diikuti oleh Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, Akademisi, Partai Politik,

dan Internal KPU. Kegiatan ini merupakan tidak lanjut Peraturan KPU nomor 6 Tahun
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2022 Pasal 25 bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan

Sosialisasi daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap daerah Pemilihan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Gambar 3. 23 Sosialisasi dan Evaluasi Tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan dan

Alokasi Kursi

d) Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 kepada Media/Pers se Kota
Sawahlunto

KPU Kota Sawahlunto mengandeng media/pers yang bertugas di wilayah

kerjanya guna melakukan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024. Jumpa

pers berlangsung di Khas Hotel Ombilin Kota Sawahlunto pada hari Kamis tanggal 6

April 2023 pukul 14.00 WIB. Kegiatan ini diikuti oleh media/pers se Kota Sawahlunto,

Komisioner, Sekretaris dan Kasubbag serta Staf sekretariat KPU Kota Sawahlunto

yang bertugas.
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Gambar 3. 24 Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 kepada Media/Pers se Kota

Sawahlunto

e) Sosialisasi Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Sawahlunto
KPU Kota Sawahlunto melaksananakan Sosialisasi Tahapan Pencalonan

Anggota DPRD Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Kegiatan

dilaksanakan di Khas Ombilin Hotel Kota Sawahlunto pada hari Selasa tanggal 18

April 2023 dengan peserta Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kapolres, Dandim

0310/SSD, Bawaslu, Badan Kesbagpol, Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia, Rumah Sakit Umum Daerah, BNN, beserta Ketua dan

Sekretaris Partai Politik se Kota Sawahlunto.
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Gambar 3. 25 Sosialisasi Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Sawahlunto

f) Sosialisasi melalui Radio Sawahlunto FM
Sosialisasi Tahapan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPSHP Pemilu

2024 dengan penyampaian himbauan kepada masyarakat Kota Sawahlunto yang

disiarkan pada tanggal 18 s.d 23 Mei 2003

g) Sosialisasi Pendidikan Pemilih di SMK 1 Sawahlunto
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU Kota

Sawahlunto Desy Fardila menjadi narasumber dalam kegiatan Projek Penguatan

Profil Pelajar Pancasila (P5) yang diselenggarakan oleh SMKN 1 Sawahlunto, Senin

(22/05) Pukul 10.00 s.d 12.00 WIB.

Gambar 3. 26 Sosialisasi Pendidikan Pemilih di SMK 1 Sawahlunto
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h) Tour Democracy
KPU Kota Sawahlunto melaksanakan Tour Democracy dengan mendatangi

salah satu komunitas ojek yang ada di Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto,

Selasa (27/6). Hal ini dilakukan dalam rangka memaksimalkan penyampaian

informasi tahapan Pemilu 2024.

Gambar 3. 27 Tour Democracy

i) Melaksanakan Jumpa Pers Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2023
KPU Kota Sawahlunto melaksanakan Jumpa Pers dalam rangka Sosialisasi

Tahapan Pemilu Tahun 2024 kepada Media/Pers se Kota Sawahlunto yang

bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Kota Sawahlunto pukul 11.00 WIB pada hari

Sabtu tanggal 19 Agustus 2023. Kegiatan ini diawali dengan perkenalan dari masing-

masing Komisioner KPU Kota Sawahlunto terpilih Periode 2023-2028 dan setelah itu

dilanjutkan dengan Sosialisasi terkait Tahapan Pemilu Tahun 2024 kepada

Media/Pers se Kota Sawahlunto yang disampaikan oleh Hamdani selaku Ketua KPU

Kota Sawahlunto yang menyampaikan bahwa KPU Kota Sawahlunto telah

menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 18 Agustus 2023, dan

masa pengumuman mulai dari tanggal 19 s.d 23 Agustus 2023. Dalam tahapan ini
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masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan masyarakat pada tanggal

19 s.d 28 Agustus 2023.

Selain itu sekarang KPU Kota Sawahlunto juga sedang melakukan tahapan

penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh

Komisioner, Sekretaris, Kasubbag, Staf yang bertugas serta Pers/Media se-Kota

Sawahlunto. Kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab.

Gambar 3. 28 Melaksanakan Jumpa Pers Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2023

j) Sosialisasi Layanan Pindah Memilih (DPTb) di Kota Sawahlunto
KPU Kota Sawahlunto melaksanakan Sosialisasi Layanan Pindah Pemilih

(DPTb) dan Pemilih Khusus (DPK) dengan HR. Manager Perusahaan Tambang se

Kota Sawahlunto yang bertempat di Ruang Rapat DPMPTSP Naker Kota

Sawahlunto.
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Gambar 3. 29 Sosialisasi Layanan Pindah Memilih (DPTb) di Kota

Sawahlunto

k) Nonton Bareng Film "Kejarlah Janji" Dalam Rangka Memperingati Hari
Sumpah Pemuda

Nobar Film tersebut merupakan bagian dari kegiatan KPU Goes To pesantren

dan Kampus. Kegiatan diikuti oleh Mahasiswa di lingkungan Kampus PSDKU UNP

Kota Sawahlunto, kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi terkait demokrasi dan

Pemilu mendekatkan diri dengan mahasiswa di Lingkungan Kampus PSDKU UNP

Kota Sawahlunto sekaligus Sosialisasi pentingnya partisipasi aktif dalam proses

demokrasi.
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Gambar 3. 30 Nonton Bareng Film "Kejarlah Janji" Dalam Rangka

Memperingati Hari Sumpah Pemuda

l) Sosialisasi terhadap Pendidikan Pemilih
KPU Kota Sawahlunto memenuhi undangan SMP N 1 Sawahlunto untuk

menjadi Narasumber dalam mata pelajaran Projek Penguatan Profil Pelajar

Pancasila (P5) mengenai Suara Demokrasi. Pada kesempatan tersebut dijelaskan

mengenai Demokrasi di Indonesia dan Pemilu yang sudah dilaksanakan di Indonesia.

Para siswa tampak begitu antusias mendengarkan materi dan menjawab pertanyaan,

diakhir acara KPU Kota Sawahlunto juga membagikan beberapa doorprize "Sura-

Sulu" kepada siswa/i yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar.
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Gambar 3. 31 Sosialisasi terhadap Pendidikan Pemilih

15. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat
Tabel 3. 33 Permohonan Informasi yang Ditindaklanjuti Melalui PPID

15. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

Persentase permohonan informasi yang

ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan

SOP

100% 100% 100%

Rekapitulasi permohonan informasi publik di tahun 2023 ada sebanyak 47

(Empat Puluh Tujuh) permohonan. Berikut merupakan grafik jumlah permohonan

informasi publik yang langsung datang ke kantor KPU Kota Sawahlunto dari bulan ke

bulan tahun 2023.



80 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kota Sawahlunto 2023

Bagan 3. 6 Rekapitulasi Permohonan Bulanan

Dalam melakukan pelayanan kepemiluan, dibutuhkan waktu bagi KPU Kota

Sawahlunto untuk memproses semua permintaan yang masuk melalui PPID. Berikut

merupakan grafik waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan Informasi

Publik selama tahun 2023.

Bagan 3. 7 Waktu Pemenuhan Layanan Informasi Publik

Berdasarkan data yang diterima untuk Permintaan Informasi publik yang

hanya dikabulkan sebagian NIHIL akan tetapi untuk Permintaan Informasi Publik

yang dikabulkan seluruhnya ada sebanyak 47 (Empat Puluh Tujuh) Permohonan.
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Bagan 3. 8 Jumlah Permintaan Informasi Publik

KPU Kota Sawahlunto juga selalu meminta penilaian pelayanan berupa pilihan

Puas, Cukup Puas dan Kurang Puas dari semua pemohon informasi publik.

Lembaran penilaian pelayanan ditempelkan pada Formulir Permohonan Informasi

Publik (Model PPID-B) yang akan diisi setelah informasi yang diminta diberikan

kepada pemohon informasi. Penilaian diisi langsung oleh pemohon informasi yang

datang langsung ke KPU Kota Sawahlunto. Untuk pemohon informasi yang meminta

informasi melalui telpon atau email, penilaian pelayanan akan ditanyakan oleh

petugas PPID kepada pemohon informasi dan dibantu diisikan oleh petugas PPID

pada form yang yang tersedia.Berikut merupakan rekapitulasi penilaian pelayanan

PPID KPU Kota Sawahlunto selama tahun 2023 :

Bagan 3. 9 Kepuasan Pemohon

Selanjutnya yg kedua adalah bagaimana strategi dari KPU Kota Sawahlunto

dalam mempertahankan program-program yg telah ada kedepannya, dan juga

bagaimana KPU Kota Sawahlunto memahami kebutuhan masyarakat mengenai

informasi kepemiluan ini.
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Gambar 3. 32 Menyambut Kedatangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya melalui Surat Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

Nomor III/KI-PSB/XI/2023 Tanggal 27 November 2023 perihal undangan Presentasi

Badan Publik, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM dan Ketua

KPU Kota KPU Sawahlunto menghadiri Undangan Komisi Informasi Provinsi

Sumatera Barat dalam Rangka Presentasi Badan Publik “Monitoring dan Evaluasi

Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023” pasca verifikasi faktual terhadap

KPU Kota Sawahlunto.

Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Panelis yang berasal dari KI dan Akademisi

serta 3 KPU Kabupaten/Kota yang terpilih untuk mengikuti Tahap Presentasi yaitu

KPU Kota Bukittinggi, KPU Kota Padang dan KPU Kota Sawahlunto. Masing-masing

KPU Kabupaten/Kota diberikan waktu 10 menit untuk mempresentasikan materi

terkait komitmen, inovasi dan strategi satuan kerja masing-masing untuk

mewujudkan keterbukaan informasi Badan Publik yang dilanjutkan dengan sesi

pertanyaan dari panelis kepada peserta.
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Gambar 3. 33 Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun

2023

Puncak dari penilaian PPID yang dilaksanakan KI ditetapkan melalui

Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Melalui Surat Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor

148/KI.PSB/XII/2023 Tanggal 16 Desember 2023 Perihal Undagan Anugerah

Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023. KPU Kota Sawahlunto diminta untuk

menghadiri Penganugrahan Keterbukaan Badan Publik Tahun 2023 bertempat di

ZHM Premier Padang. Pada tanggal 21 Desember 2023 dan KPU Kota Sawahlunto

berhasil meraih Juara Kedua pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Atas prestasi ini, KPU Kota Sawahlunto

mendapatkan predikat Badan Publik Informatif. Pada ajang Keterbukaan Informasi ini

KPU Kota Sawahlunto berhasil meraih Peringkat 2 setelah bersama KPU Kota

Padang dan KPU Kota Bukittinggi masuk nominasi 3 besar penerima Penghargaan

Keterbukaan Informasi Publik kategori Badan Publik Komisi Pemilihan Umum

Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh

Ketua KPU Kota Sawahlunto.
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Gambar 3. 34 KPU Kota Sawahlunto berhasil meraih Peringkat 2

C. Analisis Capaian Kinerja Penyebab Keberhasilan, Hambatan dan Solusi
Analisis capaian kinerja antara penyebab keberhasilan dan hambatan serta alternatif

solusi yang telah dilakukan KPU Kota Sawahlunto sebagai berikut :

1. Penyebab keberhasilan, diantaranya meningkatnya kinerja manajemen internal

dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU serta upaya

sumber daya manusia KPU Kota Sawahlunto dalam menuju penyelenggara

pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel dengan terlaksananya

penyusunan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan maupun dalam

pelaporan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

akan memberikan manfaat yang lebih besar dalam pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan, anggaran dan kinerja KPU Kota Sawahlunto tahun 2023,

dengan terdokumentasikannya seluruh dokumen SAKIP yang terdiri dari Renstra,

IKU, RKT, Perkin, Rencana Aksi tahun 2023.
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2. Begitu juga dalam penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber

daya manusia dan bimbingan teknis penyelenggara Pemilu tahun 2024 tentunya

sangat baik dalam peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia

yang ada. Dalam efektivitas layanan KPU Kota Sawahlunto maka dibentuk agen

perubahan yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor

3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2023 untuk membuat

efektivitas layanan KPU (seperti Penyusunan SOP, aplikasi layanan, Survei

pelayanan, untuk mempermudah pelayanan dan mendekatkan diri dengan

stakeholder). Hal ini juga didukung dengan penetapan SOP pada tahun 2023

yang melingkupi sebagaian besar pelaksanaan kinerja rutin dan tahapan di

Sekretariat KPU Kota Sawahlunto.

3. Dalam meningkatkan kualitas pelaksananaan reformasi birokrasi KPU Kota

Sawahlunto pada tahun 2023 akan melakukan beberapa hal, diantaranya :

a. Meningkatkan peran agen perubahan untuk mencipatakan budaya kinerja

yang cepat, adaptif dan dinamis sesuai dengan karakter KPU sebagai

penyelenggara pemilu;

b. Melakukan reviu proses bisnis dan SOP serta sistem kerja untuk

penyederhanaan organisasi;

c. Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang lebih efektif

melalui pelaporan SPIP yang tepat waktu

4. Penyebab hambatan, diantaranya seringnya dilakukan revisi anggaran terhadap

beberapa kegiatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan

kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem

informasi bersama internal KPU Kota Sawahlunto, ruang kerja yang masih

sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas dan belum memadainya

gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara dan masih kurang

maksimalnya upaya pencapaian keberhasilan sukses visi, misi dan tujuan

program kerja KPU Kota Sawahlunto yang telah ditetapkan bukan hanya diukur

semata-mata dari pencapaian indikator kinerja akan tetapi konsistensi sikap

mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan

kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing,

5. Alternatif solusi, diantaranya melaksanakan koordinasi internal melalui arahan

Sekretaris KPU Kota Sawahlunto selaku Kuasa Pengguna Anggaran guna



86 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kota Sawahlunto 2023

memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja KPU Kota Sawahlunto.

Kegiatan ini melibatkan setiap unsur pelaksana anggaran baik PPK (Pejabat

Pembuat Komitmen), Penanggungjawab Kegiatan, maupun koordinasi dengan

KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU RI, dan dilakukannya upaya-upaya

peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu seperti mengikuti kegiatan

bimbingan teknis kepemiluan dan sosialisasi teknis penyelenggaraan pemilu.

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia,

KPU Kota Sawahlunto telah melakukan pemetaan sumber daya yang ada baik

sarana dan prasarana maupun Pegawai KPU dan tenaga PPNPN.

Pengoptimalan fasilitas gedung, barang-barang inventaris dan sarana lainnya

mengacu pada efisiensi fasilitas dan kegiatan guna pencapaian tujuan yang

maksimal. Begitu pun dalam hal peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu

terus dilaksanakan untuk membentuk konsistensi sikap mental, disiplin dan

keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan

kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

E. Realisasi Anggaran
KPU Kota Sawahlunto didukung pagu anggaran sebesar Rp.

10.675.389.000 yang bersumber dari APBN. Penyerapan/realisasi anggaran

APBN dari jumlah pagu tersebut pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.
10.650.597.070 dengan persentase realisasi 99,77% dan itu melampaui

target penyerapan anggaran tahun 2023 secara nasional di atas 95%

(sembilan puluh lima persen).
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BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kota

Sawahlunto disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi

pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan

penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian

sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan

strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan

yang ditetapkan. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan

kegiatannya berpeganganpada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan.

Sekretariat KPU Kota Sawahlunto telah berhasil mencapai semua sasaran

strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Sekretariat tahun 2023 melalui

pencapaian target dan indikator kinerja utama.

Beberapa kerjasama Sekretariat KPU Kota Sawahlunto dengan beberapa

stakeholder telah dilakukan dalam mendukung peningkatan kinerja Sekretariat

KPU Kota Sawahlunto dan secara konsisten telah mendukung Komisoner KPU

Kota Sawahlunto dalam penyelenggaraan Pemilu.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat

KPU Kota Sawahlunto dibuat sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2023,

realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kota Sawahlunto yang

diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur

yang terkait, yang telah berupaya seoptimal mungkin.

Sawahlunto, 22 Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kota Sawahlunto,

Juni Lesmita Devi
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LAMPIRAN

PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2023

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Terwujudnya Kerjasama

dengan lembaga

penyelenggara Pemilu

Jumlah Fasilitasi Kerjasama

dengan Instansi Terkait Dalam

Rangka Penguatan

Kelembagaan Demokrasi

2 Lembaga

2 Terwujudnya rencana

kerja dan anggaran

yang efektif dan efisien

Jumlah revisi yang dilakukan

terhadap rencana kerja yang

telah ditetapkan

24 kali

3 Terwujudnya Sistem

Administrasi

Penyelenggaraan

Pemilu yang tertib,

efektif dan efisien

Persentase laporan monitoring

dan evaluasi yang akuntabel

dan tepat waktu

100%

4 Terwujudnya Sistem

Administrasi

Penyelenggaraan

Pemilu yang tertib,

efektif dan efisien

Pencapaian Target Kinerja yang

tercapai sesuai dengan

perjanjian kinerja

100%

5 Pembentukan Badan

Penyelenggara Adhock

Jumlah Badan Adhoc yang

dipersiapkan dan dibentuk

4 PPK, 37 PPS d

an Sekretariat ser

ta PAW-nya

6 Meningkatnya

penyelesaian

pertanggungjawaban

penggunaan anggaran

sesuai ketentuan

Persentase penyelesaian

pertanggungjawaban

penggunaan anggaran sesuai

ketentuan

100%

7 Terlaksananya sistem

akuntansi dan

Jumlah laporan sistem akuntansi

dan pelaporan keuangan yang

14 Laporan
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NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)

pelaporan keuangan diselesaikan tepat waktu

8 Tersusunnya laporan

pertanggungjawaban

penggunaan anggaran

Jumlah laporan

pertanggungjawaban

penggunaan anggaran berbasis

aplikasi yang tepat waktu dan

valid

12 Laporan

9 Terwujudnya

pengelolaan barang

milik negara sesuai

peraturan perundang-

undangan yang berlaku

Persentase barang milik negara

yang dikelola sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

yang berlaku

100%

10 Terwujudnya dukungan

sarana dan prasarana

guna meningkatkan

kelancaran tugas KPU

Persentase sarana transportasi

untuk mendukung kinerja satker

yang berfungsi dengan baik

100%

11 Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja di

Lingkungan KPU

Persentase pengisian dan

penyampaian Kartu Kendali

SPIP secara lengkap dan tepat

waktu

100%

12 Tersusunnya keputusan

KPU Kota sesuai

kerangka regulasi

Persentase keputusan KPU

Kota yang disusun dan sesuai

dengan kerangka regulasi

100%

13 Terlaksananya

pengelolaan dan

pelayanan informasi

hukum

Persentase produk hukum yang

dikelola didokumentasikan dan

disajikan sesuai peraturan

perundang-undangan

100%

14 Pendidikan pemilih

kepada masyarakat

umum

Jumlah kegiatan “pendidikan

pemilih kepemiluan dan

demokrasi” untuk masyarakat

umum yang dilaksanakan oleh

12 Kegiatan
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NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)

KPU Kota

15 Meningkatnya kualitas

layanan informasi dan

data yang cepat serta

akurat

Persentase permohonan

informasi yang ditindaklanjuti

melalui PPID sesuai dengan

SOP

100%
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